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PUTUSAN
Nomor 3006/Pdt.G/2024/PA.Jbg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JOMBANG
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat
pertama dalam sidang majelis hakim secara elektronik telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai talak antara:
PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di , Kabupaten Jombang,
Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email:
setiawan_adam@gmail.com, Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Muhammad Ihsan Nurul Huda, SH.I., dan Moh. Kasiron
Nursalim, S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Sidoluhur No
12 ,RT002, RWO002, Desa Ngrukem, Kecamatan Mlarak,
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dengan domisili elektronik
pada alamat email: ihsanmuhammad.law@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 November 2024,
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
1370/Kuasa/12/2024/PA.Jbg Tanggal 6 Desember 2024,
sebagai Pemohon;
melawan
TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kabupaten
Jombang, Jawa Timur, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Desember 2024

mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Jombang, Nomor 3006/Pdt.G/2024/PA.Jbg, tanggal 06

Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2018 Masehi, Pemohon dan
Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peterongan, kabupaten
Jombang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : YYYYYY ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama
sebagai suami istri dirumah orang tua Termohon dan alhamdullilah pada
bulan Oktober 2022 Pemohon dan Termohon bisa membangun rumah
sendiri di samping rumah orang tua Termoon di Kabupaten Jombang;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Jejaka sedangkan
Termohon bersetatus Perawan, setelah menikah Pemohon dan Termohon
belum pernah berhubungan layaknya suami istri (Qobla dukhul);
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berlangsung harmonis, namun sejak awal pernikahan keadaan rumah
tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan
Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
Bahwa Termohon selama menikah dengan Pemohon (kurang lebih 6
tahun ) tidak mau untuk berhubungan badan dengan Pemohon tanpa
alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Mekipun
Pemohon telah berusaha untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan
ini, Termohon secara berulang kali menolak untuk memenuhi kebutuhan
fisik dan emosional dalam pernikahan ini, yang pada akhirnya
mempengaruhi hubungan secara keseluruhan ;
5. Bahwa, akibat penolakan tersebut telah menimbulkan perasaan
frustasi, kesepian, dan terabaikan pada Pemohon, dan Pemohon merasa
tidak dihargai dan diabaikan dalam aspek- aspek penting kehidupan
berkeluarga sehingga menurunkan tingkat keharmonisan dalam
pernikahan ini ;
6. Bahwa sebagai puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon sebagai mana Posita nomer 4 di atas maka pada bulan Agustus
2023 Termohon pulang ke rumah orang tua Temohon sedangkan
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Pemohon Tetap tinggal di rumah bersama di Dukuh Mancar Timur RT 011
RW 01 Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, Oleh
karenanya sejak bulan Agustus 2023 tersebut sampai sekarang antara
Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada
lagi hubungan baik lahir maupun batin selama kurang lebih 1 tahun 3
bulan ;

7. Bahwa awalnya Pemohon tetap bertahan dengan situasi yang ada
dan menginginkan rumah tangganya bisa diperbaiki tapi pada akhirnya
Pemohon sudah tidak kuat dan tidak bisa hidup berumah tangga dengan
Termohon lagi ;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sangup lagi hidup dengan Termohon
dalam lkatan perkawinan sebagai suami istri;

9. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
yang sudah tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi, maka tujuan
pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal
1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat
diharapkan dan dipertahankan lagi, hingga Pemohon kemudian telah
berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan suami istri dengan Termohon
dengan jalan perceraian daripada antara Pemohon dan Termohon saling
menyakiti, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar;

10. Bahwa menurut Pemohon, Permohonan Cerai Talak ini telah
memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
No 1 tahun 1974 Junto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Junto
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), suami istri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

PRIMER:
1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
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2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak
satu Raj'i dari Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON) di
depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
SUBSIDER:
Apabila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang
dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan
terhadap perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon di persidangan dengan menasehati Pemohon agar rukun dengan
Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii pemohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa:

A.SURAT
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Keterangan Peterongan
Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor YYYYYYYYYYY Tanggal
20 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
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kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK YYYY tanggal 30 Oktober 2018
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
B.SAKSI
Saksi 1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di n Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi
adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami
istri, belum dikaruniai anak, karena tidak pernah melakukan hidup bersama
sebagaimana layaknya suami istri atau Qobla Dukhul;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih
dan bertengkar yang disebabkan Termohon selama menikah dengan
Pemohon tidak mau untuk berhubungan badan dengan Pemohon tanpa
alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat
tinggal selama 1 tahun 3 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak
pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,
akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
Saksi 2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di  Kabupaten Ponorogo, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi
adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami
istri, namun belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qobla Dukhul);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon mengadu
kepada saksi;
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- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih
dan bertengkar yang disebabkan Pemohon dengan Termohon dijodohkan;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat
tinggal sekitar 1 tahun 3 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak
pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,
akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali
lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana
tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama
Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jombang maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama
Jombang;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan
oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak
pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130
HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak
berhasil;
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Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan
pendapat ahli figih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam
Kitab Ahkamul Qur’an juz Il hal. 405 yang artinya berbunyi:

Al GaY (2 5 g 8 DY) S (g Sl 22
Artinya; “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim,
dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak
adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis
sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selama menikah dengan
Pemohon tidak mau untuk berhubungan badan dengan Pemohon tanpa alasan
yang jelas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak
adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis
sering terjadi pertengkaran yang berpuncak pada perpisahan tempat tinggal
dan tidak memenuhi kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka Termohon
tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan permohonan Pemohon,
permasalahan yang disimpulkan adalah : apakah rumah tangga Pemohon dan
Termohon dapat dirukunkan kembali atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka
Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;
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Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon
telah mengajukan alat bukti tulis Kutipan Akta Nikah (P.1) merupakan akta
otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti
Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah sehingga telah
terpenuhi legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis berupa Kartu Tanda Penduduk (P.2)
merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi
bukti tentang identitas dan jati diri pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat, Pemohon juga telah
mengajukan saksi saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan
dengan dalil dalil permohonan, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai

berikut :
. Saksi mengetahui pemohon dan termohon sebagai suami isteri;
. Saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

. Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah pisah tempat
tinggal;

o Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah didamaikan tetapi
tidak berhasil;

o Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah tidak saling
memenuhi kewajiban sebagai suami istri selama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi
berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan
saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu
memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung
dalil permohonan yakni saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah
pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal dan adanya perselisihan
antara Pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bersesuaian dengan dalil dalil
permohonan pemohon, hal tersebut menunjukkan fakta fakta yang
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dikemukakan oleh pemohon adalah fakta yang sebenarnya, oleh karena itu nilai
daya bukti saksi saksi Pemohon telah mendukung seluruh dalil permohonan
pemohon;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas,
kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil permohonan pemohon maka
dapat diketahui hasil akhir pembuktian yang dapat dirumuskan yakni :

1. Pokok dalil permohonan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap
termohon, telah terbukti kebenarannya baik karena tidak dijawab oleh
termohon maupun berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi saksi di
depan sidang;

2. Antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang
sah;

3. Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

4. Antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

5. Antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan tidak berhasil;
6. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memenuhi

kewajiban sebagai suami istri selama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan menilai alat bukti,
serta apa yang diketahui oleh hakim di depan persidangan kemudian
menganalisis semua fakta, dapat dikonstatir fakta hukum yang pada pokoknya
menjurus pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian dalam pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga, di dalamnya terkandung indikator kategoris dirumuskan

sebagai berikut :

. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat
tinggal;

. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sulit dirukunkan;

. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;
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Menimbang bahwa fakta hukum pertama Pemohon dan Termohon
sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup
berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam
keutuhan dalam kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat
tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami
isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan
tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, kecuali ada alasan yang
dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sebagai wujud nyata hati antara keduanya sudah
tidak bersatu lagi, dapat diketahui dengan adanya fakta keduanya sudah sulit
dirukunkan meskipun telah ditempuh upaya maksimal untuk itu;

Menimbang, bahwa terwujudnya fakta hukum antara Pemohon dan
Termohon sudah pisah tempat tinggal merupakan fakta yang memberikan ciri
antara keduanya telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua antara Pemohon dan Termohon
sulit dirukunkan menggambarkan visi dan misi awal dibangunnya lembaga
perkawinan, tidak lagi menjadi konsep ideal yang ingin dicapai bersama, karena
sikap tidak ingin rukun merupakan aksi kebalikan dari konsep hidup rukun
sebagai ciri keluarga bahagia harmonis;

Menimbang, bahwa sebagai gambaran begitu retaknya hati antara
keduanya, dapat diketahui dengan betapa sulithya merekat kembali kehangatan
hubungan suami isteri, walaupun berbagai upaya damai dan nasihat telah
ditempuh baik sebelum maupun selama perkara diperiksa, akan tetapi semua
itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan “ikatan suci yang sangat
kokoh antara suami isteri”, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan
perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan
dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits
yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

Mol J>g 5 alll (I JMAI Gasl
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Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak
bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak,
karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang
sifatnya sudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik;

Menimbang, bahwa mencermati makna hadits yang disebutkan di atas,
apabila kita mengkaji secara mendalam tujuan syariah (magqgasid syariah),
khususnya mengenai hukum munakahat, kita dapat mengkristalisasi nilai dasar
dan ruh perkawinan pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah
dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan
dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna
menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk
sebuah kaidah fikih “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada

memperoleh maslahat "gllasl > e paso ow laall € )5"

Menimbang bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun
dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan
perkawinan justeru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat
dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan

kalimat awleolls ;59 wWlas)l wl> (mencapai maslahat dan menolak
mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di
dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk
kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di
akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan
tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat
yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat
bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah
tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik menegaskan;
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ale alll guiv $is pog alll 0 iz io ol 10 Y ) 1Y
Artinya ;“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang
memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang
menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan
dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada
isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat
kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam ilmu fikih dikenal salah satu dari panca kuliah

kaidah yang menyatakan “Kemudharatan harus dihilangkan” Jlju uall) )
dan kalau kaidah fikih tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung
makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan
timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas,
ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata
nilai hidup berumahtangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah
dalam Al-Qur’an surah Al-Bagarah ayat 229 sebagai berikut :

Artinya ; “Talak (yang boleh dirujuk) adalah dua kali, maka peganglah dengan
cara yang ma'ruf atau lepaskan dengan cara yang baik,.................. ;

Menimbang, bahwa memegang secara ma’ruf adalah agar bergaul
antara suami isteri menurut cara yang ma'ruf, sebagaimana firman Allah dalam
Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut :

Artinya : “.....dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf........ "

Menimbang, bahwa selain itu tuntunan sekaligus norma pengatur bagi
seorang suami dalam memenuhi tugas dan kewajiban, Allah memerintahkan
dalam Al-Qur’an surah Al-Bagarah ayat 231 sebagai berikut :

Artinya : “.......... dan janganlah kalian rujuk (pegang) mereka untuk memberi

kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka...... ;
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Menimbang, bahwa kondisi kehidupan rumah tangga yang menyebabkan
isteri atau suami atau kedua-duanya berada dalam kesusahan, kesengsaraan
dan penderitaan akan menimbulkan kemudharatan, dan salah satu akibat
buruknya adalah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai suami atau isteri
dengan baik sertaf akan membuka pintu lahirnya kemaksiatan baru dalam
segala bentuk dan sifatnya;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sedemikian rupa sudah
pecah dan sudah hancur berantakan, maka mempertahankan rumah tangga
yang demikian mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua jalan untuk menata kembali
kehidupan rumah tangga yang harmonis sudah tertutup, maka satu-satunya
jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian
walaupun jalan tersebut bertentangan dengan tujuan inti perkawinan yakni
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974) atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan
rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut
hukum, sehingga permohonan Pemohon bersesuaian dengan hukum hal ini

sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Bagaraah ayat 227 sebagai berikut:

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) menjatuhkan talak,

maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan
yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Pemohon tidak melawan
hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR

Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek,
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hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya
diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :
1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz Il halaman 405 :

Ve o s @ (pdud A e A e e
d

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim di persidangan,

namun dia tidak menghadap maka dia termasuk orang yang aniaya dan haknya

menjadi gugur”;

2. Kitab Al-Anwar juz Il halaman 55 :

M P o b Jam s B
Artinya: "Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau tidak diketahui
keberadaanya, maka diperbolehkan memutus perkara tersebut berdasarkan
bukti-bukti yang sah (dengan persaksian);"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka petitum permohonan pemohon angka 1 dapat dikabulkan dengan
verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan
maka petitum permohonan angka 2 yang meminta agar diberi ijin untuk
mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang dapat dikabulkan
berdasarkan pasal 131 ayat (2) serta sebagaimana ketentuan talak dalam pasal
Kompilasi Hukum Islam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
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2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

talak satu bain shughro terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang

Pengadilan Agama Jombang;

4, Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 6 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami H.M. Maftuh, S.H., M.E.l. sebagai
Ketua Majelis Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy., dan Hj. Fatha Aulia Riska,
S.H.l,,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua
Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka
untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa
hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui
Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Ttd Ttd

Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy., H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.
Ttd

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd
Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 60.000,00
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Sumpah Rp 100.000,00
PNBP Rp 30.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 340.000,00
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